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PUTUSAN
Nomor 0363/Pdt.G/2019/PA Bb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Pahlawan,
RT.003/ RW. 004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan

Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon;
melawan

Teregugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT.003/
RW. 004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio,

Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
0363/Pdt.G/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Binongko,Kabupaten Wakatobi, Sebagaimana bukti berupa Buku
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Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/X1/2008, tertanggal 14 Agustus
2008.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang
tua Termohon, di Kecamatan Binongko, Kabupaten wakatobi, dan
tinggal selama kurang lebih satu bulan, setelah itu Pemohon dan
Termohon pindah di Baubau dengan bertempat tinggal di rumah
Kontrakan, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan
tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan
Termohon tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan
Batupoaro, kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Agustus 2018.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri
namun sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena
saat itu setiap Pemohon pulang terlambat di rumah tempat tinggal
bersama, Termohon selalu menuduh Pemohon telah menijalin
hubungan asmara dengan wanita lain akhirnya bertengkar mulut.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon
kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak
pernah merubah sifat buruknya selama itu, sebagaimana pada poin 4
diatas, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah teman Pemohon,
di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau,
sedangkan Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah Kakak
Kandungnya, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota
Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun

lamanya.
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6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan
lagi.

7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah

tangga Pemohon dengan Termohon benar—benar telah pecah dan

sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini
dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak

kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Ketua Majelis dan
selanjutnya telah membuat penetapan mediasi dengan mediator H.
Mansur KS, S. Ag;

Bahwa atas laporan mediator bahwa Pemohon tidak pernah hadir
pada hari mediasi yang telah ditentukan sedang Termohon senantiasa
hadir dan ediator menyatakan bahwa Pemohon adalah termasuk Pihak
yang tidak beri'tikad baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan mediasi antara Pemohon dan
Termohon sebagimana Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang
menyakatan bahwa Pemohon adalah tidak beritikad baik maka
berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi maka Majelis menyatakan bahwa permohon Pemohon tidak
dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Khairiah Ahmad,
S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan H.
Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi
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oleh Musmiran, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI Khairiah Ahmad, S.HI, MH.

H. Mansur KS, S. Ag
Panitera Pengganti,

Musmiran, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  300.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).
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